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BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari uraian ini dapat disimpul bahwa pidana mati ditinjau dari persektif
Hak Asasi Manusia bertentangan dengan kehidupan atau hak hidup. Hak
Asasi Mananusia itu tidak membenarkan adanya pidana mati. Dari persektif
yuridis formal Indonesia menerapakan adanya pengakuan penghormatan dan
penghargaan Hak hidup, hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang
No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selain itu dalam konsitusi
diatur lebih lanjut dalam Pasal 28A dan 28] Undang-Undang Dasar 1945
Amandemen perubahan ke dua tahun 2000. Tetapi penghormatan terbadap
hak hidup itu masih ada dualisme antara penghormatan hak hidup dan
pidana mati. Karena masih terdapat Peraturan perudang-undangan yang
memberlakukan hukuman mati dalam sangksi pidananya. Bahkan Undang-
Undang No 23 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia masih
mencantumkan pidana mati yang diatur dalam pasal 36 dan pasal 37.

Pandangan Hak Asasi Manusia dan pidana mati itu dipertegas lagi, oleh
Mahkamah Konsitusi dengan mengeluarakan Putusan Nomor 2-3/ PUU-V/
2007 atas penolakakan uji materiil Undang-Undang No 22 Tahun 1997
tentang Narkotika yang berkaitan dengan pidana mati. Hal ini tersirat makna
bahwa Indonesia menghormati Hak Asasi Manusia, tetepi juga harus

seimbang dengan adanya Kewajiban Asasi.
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Gereja Katolik menentang adanya pidana mati ajaran Gereja Katolik itu
menekankan bahwa hidup itu suci, berasal dari Allah oleh karena itu segala
kuasa baik sipil maupun lainya tidakmempunyai wewenang serta kuasa untuk
mengakhirinya. Bahkan dirinya sendiri sekalipun tidak dapat merampas hak
hidup yang telah diberi Allah tersebut tak mempunyai hak atas hidupnya.
Karena Allah memberikan kehidupan guna merealisasikan rencana Allah

Bahwa secara yuridis formal pidana mati di Indonesia masih berlaku dan
dilaksankan baik secara de jure maupun de facto, karena masih banyak
ancaman pidana mati yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Pidana
(KUHP) dan didalam Undang-Undang di luar kodifikasi seperti Undang-
Undang No 12 /drt/1951 Tentang senjata Api, Undang-Undang No 7/drt/1955
Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No 31 Tahun 1964
Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom, Undang-Undang No 5 Tahun 1997
Tentang Psikotropika, Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang
Narkotika, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindaka
Pidana Korupsi, Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak
Asasi Manusia, Undang-Undang No 15 Tahun 2003 jo Perpu No 1 Tahun
2002 Tentang Pemberantasan Tindak Terorisme. Akan tetapi hal itn tidakiah

sejalan dengan Gereja Katolik dan Hak Asasi Manusia.
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B. Saran

Guna membuat kebijakan hukum positif terhadap hukum pidana, seperti
yang telah di amanatkan oleh konsitusi pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-
Undang Dasar 1945, Legislatif dan Eksekutif seyogyanya memperhatikan
teori-teori dan atau pendapat-pendapat hukum yang telah diuraikan. Karena
tahap formulasi yang dilakukan harus menjadi fus Consitundum yang
berfungsi sebagai kontrol sosial (engenering) yang mengadopsi nilai-nilai
universal manusia dan pribadi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Berkaitan dengan pertimbangan Hak Asasi Manusia ataupun konvensi-
konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia, sebagai negara
pihak seharusnya Indonesia konsisten melaksanakan kesepakatan-kesepakatan
yang tertuang dalam konvesi Internasional tersebut. Hal ini dilakukan
berkéitan dengan penghapusan pidana Mati yang tertuang dalam DUHAM
atuapun Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik. Hal tersebut dipertegas dalam
protokol tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang ditunjukkan pada
Penghapusan Hukuman Mati.

Sedangkan berkaian dengan hak hidup dalam pandangan Gereja Katolik,
Indonesia yang religius. Seharusnya mempertimbangakan hak kodrati yang
diberikan oleh Tuhan dalam menjabarkan kehidupanya, apabila manusia itu
melakukan kesalahan sebaiknya manusia tersesat itu diberikan Treatment,
supaya manusia yang tersesat itu kembali pada kodratnya manusia. Karena
manusia diciptakan oleh Allah sungguh amat baik bahkan segambar dengan

Allah.
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